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Kata Kunci . Pelayanan  Publik, Pengawasan, = Ombudsman,

Maladministrasi

Penyelenggaraan  pemerintahan transparansi yang dicita-citakan oleh
masyarakat, pelayanan publik dan penegakan hukum merupakan dua aspek yang
tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktanya masih banyak
terjadi ma ladministrasi yang dilakukan oleh pelayanan publik.Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagimana perspektiflslam terkait
pengawasan dan proses pengawasan publik serta faktor apa saja yang menjadi
hambatan yang dialami oleh Ombudsman Aceh. Jenis penelitian ini tergolong
penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis yaitu
penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data
primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen
dan data sekunder dengan mengadakan studi kepustakaan (library research)
berupa Al-Qur’an, Hadist, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan,
dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa adanya mal administrasi di Kabupaten Bireuen,
sehingga pihak Ombudsman melakuakan penyidakan terhadap dinas
tersebut. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung
dan faktor penghambat, pada faktor pendukung Ombudsman RI Perwakilan
Aceh baik dalam menjalin komunikasi antar lembaga serta tim yang koordinatif.
Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi ialah terbatasnya sumber daya
serta kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap kewenangan yang dimiliki
oleh  Ombudsman RI Perwakilan Aceh.Tinjauan Figh Siyasah mengenai
pengawasan yang dilaksanakan oleh Ombudsman tidak bertentangan dengan
syariat, melainkan dinas yang diawasi tidak bertanggung jawab atas pelayannya
terhadap kebutuhan masyarakat.
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TRANSLITERASI

Keputusan BersamaMenteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Nama Huruf Nama Huruf Narm] Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| |Anf | Tidakdi- EAny | | Te (dengan
Lambing- . 3’ T titik di
Kah Bangkan bawah)
Zet (dengan
@ | gy B Be L o 5 | titikdi
bawah)
Koma
S| T Te & ‘ain ‘ terbalik (di
atas)
s es (dengan - .
— a0 & iy |
Sa S titik diatas) 3 Gain G G
d Jim J Je 9 F3’ F Ef
. ha (dengan ti- - .
C | H o ltikdibawan)y | © | <af | Q@ |K
é Kha’ Kh ka dan ha S Kaf K Ka
3 | pa D De J | Lim L |El
3 . . zet (dengan )
Zal z titik di atas) ¢ Mim M | Em
J |R¥ R Er U Niin N | En
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B Zai z Zet 9 Wau W We
¥ | sin S Es A Ha H |Ha
W S d Hamza Aostrof
| Sym y es dan ye 3 h postro
es (dengan ti-
= | sad $ tikdibawah) | & | Y& y |Ye
. 5 y de (dengan ti-
C Dad D tik di bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
- Fathah A A
—_ Kasrah I I

2
—_— Dammah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama
-2 fathah dan ya’ Ai adani
"2 p fathah dan wau Au adanu

Contoh:



g,.f - kataba
J;-.a

-fa‘ala
55 31y - Zukira
C‘,j;,\j - yazhabu
el - su’ila
L -kaifa
33 2 - haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Narhd Huruf dan Nama
Huruf Tanda
L) fathah dan a/if atau g a dan garis di
ya atas
R kasrah dan ya’ I i dan garis di atas
e 3 dammah dan wau U u dan garis di
atas
Contoh:
Jb - qala
&) -ramd

Js  -gila
:b; - yaqitlu
4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
1) Ta’ marbutah hidup
ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.

X



Xi

2) Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
JakYiaias, - raudhah al-atfal
- raudhatul atfa/
5y sialldipaall - al-Madinah al-Munawwarah
o - al-Madinatul-Munawwarah
aall - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
(& - rabbana
d)—i - nazzala
B! - al-birr
&l - al-hajj
pxd - nu ‘‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

Xi
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1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasi-kan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
dikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

Contoh:
BES - ar-rajulu
L) - as-sayyidatu
Sl - asy-syamsu
Alay) - al-galamu
é—)ﬁ-m - al-badi‘u
Ja) - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
jS/i::j?ﬁ:- oS - ta’khuziina
¢ 3 - an-nau’
(o - syai’'un
o } -inna
&l - umirtu

K - akala

xii
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8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini,
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

e:f:eg;é_j\ﬂ\jgififiijeifiéﬁéilﬁlj - Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
o ) - Wa innalldaha lahuwa khairurrazigin
O el SEKHN 5851 5 - Fa auf al-kaila wa al-mizan
- Fa auful-kaila wal-mizan
A5G L) ) - Ibrahim al-Khalil
- Ibrahimul-Khalil
um}*}“ju‘}f?if?é@% - Bismillahi majraha wa mursah
“—’:‘-’Jmuwj - Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man
istata‘a ilaihi sabila.
MEM\-‘A - Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata‘a
ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
d)i*uy\“ - Wa ma Muhammadun illa rasul
wbﬂm , ) - Inna awwala baitin wud’i ‘a linnasi
ASJ“LSJ\-‘:‘:\’S-‘-’ - lallazi bibakkata mubarakan
:Jbﬂte—\ﬂ)-"-’ﬁ-"-@ﬁjj&u - Syahru Ramadan al-lazi unzila

fih al -Qur’anu
- Syahru Ramad’anal-lazi unzila
fthil Qur’anu

xiii
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PR 2 o @
o eaallaayoraa) Hial g - Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
, Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
GAMU)@JYJACJ\ - Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
ug‘)saﬁsxﬂha‘)m - Nasrun minallahi wa fathun qarib
La.gc")n\]\.gﬂ - Lillahi al-amru jami ‘an

Lillahil-amru jami ‘an

- Wallaha bikulli syai’in ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilimu
Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan
pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah
penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

Xiv
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan persamaan perlakuan
yang baik dan adil dalam Hukum maupun Pemerintahan. Reformasi
Pemerintahan, dengan tujuan menciptakan suatu Pemerintahan yang baik, bersih
dan efisien gunamewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara, namun
dalam kenyataanya,dalam praktek penyelenggaraan Pelayanan Publik masih
banyak ditemui penyimpangan, dimana masih ada warga masyarakat yang tidak
mendapatkan apayang menjadi haknya yaitu perlakuan yang sama dan adil.
Misalnya adanya pungutan liar, Maladministrasi, Nepotisme dalam pengurusan
surat-surat tertentu,penyalah gunaan Kewenangan oleh aparatur Negara dan lain
sebagainya.’

Peningkatan kualitas demi terciptanya Pelayanan Publik yang lebih
bersih, transparan, efektif dan efisien tentu menjadi tujuan dan harapan
Pemerintah dan juga Masyarakat Indonesia. Pelayanan yang baik dan prima
akan berdampak pada terciptanya kepuasan Masyarakat terhadap jasa yang
diperoleh oleh Masyarakat itu sendiri dan juga akan meningkatkan kepercayaan
Masyarakat terhadap Kkinerja suatu Lembaga Pemerintahan. Penyelenggaran
Negara mempunyai peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan
pelaksanaan tugas umum Pemerintah, Pembangunan dan tugas -tugas Pelayanan
kepada Masyarakat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan

Nasional yang berkesinambungan.?

1Zuhra Savitri, Optimalisasi Peran Ombudsman Aceh Dalam Upaya Pencegahan
Maladministrasi Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Aceh, Jurnal llmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah Vol 4, No. 2 (2019). Diakses melalui https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11851, pada
tanggal 15 Juli 2022.
2Sunaryati Hartono, dkk. Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia, (Jakarta:
Komisi Ombudsman Nasional, 2003), hal. 18-22.
1
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Kemudian dalam mendukung terciptanya proses Pelayanan Publik yang
bersih, transparan, efektif dan efisien, maka dibentuklah Lembaga pengawas
proses Pelayan Publik yaitu Lembaga Ombudsman. Sebelum Lembaga
Ombudsman lahir, Pengaduan Pelayanan Publik hanya disampaikan kepada
Instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang
dilaporkan sehingga Masyarakat belum memiliki perlindungan yang benar-benar
memadai. Selain hal yang demikian, ada hal yang lain yaitu untuk
menyelesaikan pengaduan Pelayanan Publik itu, yang selama ini dilakukan
dengan mengajukan gugatan Pengadilan. Hal yang disayangkan bahwa ini
adalah penanganan yang lama dan lagi-lagi butuh uang yang cukup banyak
dikeluarkan untuk proses penanganan gugutan itu sendiri.

Disebabkan hal-hal inilah maka harus dilahirkan Ombudsman Republik
Indonesia untuk menanganinya.Pengaturan tentang Lembaga Ombudsman di
dalam Keputusan Presiden Rl Nomor 44 Tahun 2000 nampak masih sangat
umum.Banyak hal yang tidak diatur secara terperinci dan tegas, sebagai contoh
menyangkut obyek Pengawasan. Keppres Rl Nomor 44 Tahun 2000 tentang
Komisi Ombudsman Nasional hanya menyebutkan Kewenangan Ombudsman
untuk melakukan Klarifikasi atau Monitoring terhadap aparatur Pemerintah serta
lembaga peradilan berdasarkan laporan serta informasi mengenai dugaan adanya
penyimpangan dalam melaksanakan Pelayanan umum, tingkah laku, serta
perbuatan yang menyimpang dari Kewajiban Hukumnya.®

Disini tidak jelas apa bentuk-bentuk penyimpangan dalam melaksanakan
Pelayanan umum dan apa kategori perbuatan yang menyimpang dari Kewajiban
Hukumnya. Hal tersebut dipertegas/diperkuat dengan UU Rl Nomor 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Di dalam UU RI No 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia hal yang menjadi objek
Pengawasan Lembaga Ombudsman sangat dipertegas dan secara terperinci

3Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.



disebutkan yakni berupa perbuatan melawan Hukum, melampui batas
wewenang,menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan
wewenang tersebut, kelalaian atau pengabaian kewajiban Hukum dalam
menyelenggarakan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara
dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi
Masyarakat dan orang perseorangan disebut dengan MalAdministrasi.

Dalam menjalani tugasnya, Lembaga Ombudsman mengacu pada pasal 4
Undang-Undang RI No0.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia, yang berbunyi “a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil,
dan sejahtera; b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme; ¢. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap
warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan
yang semakin baik; d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk
pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi,
kolusi, korupsi, serta nepotisme; e. meningkatkan budaya hukum nasional,
kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran
serta keadilan”. Berdasarkan laporan dari masyarakat untuk menelusuri suatu
permasalahan pelayanan ataupun ketidakberesan suatu Lembaga Pelayanan
Publik ataupun Lembaga Hukum yang melakukan Maladministrasi bagi
Masyarakat.Permasalahan mengenai perbuatan Maladministrasi tersebut dapat
diberantas secara efektif apabila lembaga Ombudsman mendapatkan laporan
dari Masyarakat dan jika tidakmenerima maka Ombudsman bersifat pasif.Hal ini
sesuai dengan bunyi pasal 1 point 6 yang menyebutkan bahwa Maladministrasi
adalah perilaku melawan Hukum, melampaui wewenang, menggunakan
wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut
termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban Hukum dalam penyelenggaraan

Pelayanan Publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan



yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Masyarakat dan orang
perseorangan.’

Selanjutnya pasal 7 huruf d juga memberi Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) kewenangan untuk melakukan Investigasi Pelayanan Publik
berdasarkan prakarsa sendiri.Tetapi langkah ini mungkin tidak populer dengan
dibuktikan tidak adanya suatu publikasi yang jelas di media sehingga
Ombudsman lebih terlihat kinerjanya dan lebih membumi.

Permasalahan selanjutnya ketika ada laporan dan suatu penindakan oleh
Lembaga Ombudsman tersebut apakah Lembaga yang diawasi dan
diperingatkan olen Ombudsman akan segera mengubah sistem kerjanya atau
tidak. Masih belum jelasnya sanksi Hukum terhadap suatu Lembaga yang
mendapat perhatian dari Lembaga Ombudsman sehingga tidak memiliki
kekuatan Hukum mengikat terhadap Lembaga yang menerima rekomendasi dari
Ombudsman dan tidak mengindahkan. Permasalahannya Lembaga Ombudsman
ketika mengkritisi suatu Lembaga Pelayanan Publik hanya akan memberikan
rekomendasi kepada lembaga tersebut yang tindak lanjutnya kembali pada
Lembaga tersebut.

Pendirian Lembaga Ombudsman di daerah mempunyai kepentingan
untukmelakukan pengawasan terhadap birokrasi Pemerintahan di tingkat
daerah.Kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah di Provinsi Aceh diharapkan
mampu memberikan solusi bagi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan di
Provinsi Aceh.Kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah di Provinsi Aceh
dirancang sebagai Lembaga Publik yang dapat memberikan akses dan kontrol
Masyarakat dalam partisipasi pengawasan Kinerja Pelayanan Publik dan atau
dapat memperjuangkan aspirasi Masyarakat yang berkaitan dengan persoalan
Masyarakat dengan Pemerintahan daerah. Ombudsman berfungsi mengawasi

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara

4Peraturan Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 Point 7.



Negara dan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang
diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009,
menyatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas bara, jasa,
dan atau Pelayanan Administratif yang disediakan oleh Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Ada beberapa jenis Pelayanan Publik yang diselenggarakan untuk
Masyarakat, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor 63Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik, vyaitu: Pelayanan Barang, Pelayanan Administratif, Pelayanan
Pembangunan, Pelayanan Utilitas, Pelayanan Kebutuhan Pokok, dan Pelayanan
Kemasyarakatan.

Adapun pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan
oleh seorang/sekelompok orang/institusi tertentu untuk memberikan bantuan
kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.Birokrasi
pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhbungan dengan pemberian
pelayanan masyarakat.®

Dalam usaha meningkatkan Pelayanan Kemasyarakatan juga terdapat
kendala seperti yang dialami oleh Kabupaten Bireuen.Pada tanggal 25 Januari
2020, Ombudsman menyatakan bahwa Kabupaten Bireuen merupakan salah
satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang mendapatkan raport merah dalam

Sahya Anggara, llmu Administrasi Negara (Bandung: Pustaka Setia, 2016), him. 568.



persoalan Pelayanan Publik.5Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 21 Februari
2019 adanya laporan tentang tidak aktifnya Pos Damkar (Pemadam Kebakaran)
di Kabupaten Bireuen tepatnya di Kecamatan Simpang Mamplam, Ombudsman
dalam sidaknya langsung ke lapangan menemukan bahwa ada dua Pos Damkar
yang tidak berfungsi di Kabupaten tersebut.’

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.Berarti rakyat bebas
mengeluarkan pendapat dan berkumpul.Karena ini merpakan kedaulatan rakyat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menengakkan demokrasi bagi
seluruh masyarakat Indonesia.Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin
merupakan agama yang sempurna.didalamnya terkandung ajaran yang sempurna
dan menyempurnakan. Sistem Ketatanegaraan Islam yang juga disebut dengan
istilah Figih Siyasah menegaskan bahwa larangan adanya diskriminasi dimata
hukum, yang artinya manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa
membedakan dari segi status socialnya setiap individu, maka dari itu perlu
adanya pengawasan di antar lembaga.®

Ombudsman Republik Indonesia secara kelembagaan memiliki
kesamaan dengan Wilayat al-muzalim dan Wilayat al-hisbah yaitu sebagai
lembaga peradilan yang membedakan hanya saja lembaga Ombudsman adalah
lembaga independent yang ada di Indonesia sedangkan Wilayat al-hisbah dan
Wilayat al-muzalim adalah lembaga peradilan dalam Hukum Islam. Berdasarkan
kewenangannya, mekanisme kerja Ombudsman dan Wilayat almuzalim

memiliki kewenangan yang sama.

®Yusmandin Idris “Bireuen Dapat Rapor Merah Bidang Pelayanan Publik Oleh
Ombudsman, Begini Tanggapan Wabup”, Serambinews, Bireuen, Sabtu 25 Januari 2020, hlm. 1.

Mlyas Isti, “Ombudsman Sidak Damkar di Kabupaten Bireuen,” Ombudsman Republik
Indonesia, (2019). Diakses melalui https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsmam-aceh-
sidak-damkar-di-kabupaten-bireuen, tanggal 19 Maret 2021.

8Asrianti, Peran Kantor Kementrian Agama Kabupaten Soppeng dalam Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta : Alfabeta, 2009), him. 64.



https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsmam-aceh-sidak-damkar-di-kabupaten-bireuen
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsmam-aceh-sidak-damkar-di-kabupaten-bireuen

Dimana Ombudsman akan melakukan tugasnya jika menerima laporan
atau aduan dari masyarakat maupun atas inisiatif sendiri, kemudian melakukan
investigasi terhadap lembaga pelayanan public yang melakukan maladministrasi.
Jika terbukti terjadi maladminisrasi terhadap lembaga yang bersangkutan maka
Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi, berdasarkan apa yang
diperintankan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.® Dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih antara
masyarakat dengan pemerintah maka perlu ada Lembaga pengawas yang
bertugas sebagai Lembaga pengawasan sebagaimana dalam Q.S Alilmran [3]
104:

Artinya “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari
yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung .

Ayat diatas menunjukkan bahwa Lembaga pengawas itu sangat penting
dalam sebuah negara, sehingga mencegah adanya perbuatan yang munkar dan
menyeruh berbuat kebajikan, namun dalam ayat ini tidak menjelaskan secara
eksplisit tentang Lembaga pengawasan.Meskipun al-Qur’an telah menegaskan
bahwa Allah SWT sebagai pemilik kekuasaan mutlak, namun Allah tetap
menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (Khalifah) dimuka
bumi.oleh karena itu manusia dapat mengklaim dirinya memiliki kekuasaan
tetapi sepanjang digunakan hanya untuk memenuhi kehendak-Nya

Berdasarakan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan suatu
penelitian dengan judul“Pengawasan Ombudsman Aceh Terhadap Mal
Administrasi Pelayanan Kemasyarakatan Pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireun Menurut Hukum Islam”.

®Nurkhatimah  “Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Figh Siyasah).Jurnal hukum, vol 3 No 2
(2021).Diaksesmelalui https://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23889/12160, pada tanggal 15 Juli 2022.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan di atas,

maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1.

Bagaimana proses Pengawasan Publik oleh Ombudsman Aceh terhadap
BPBD Kabupaten Bireuen ?

Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan
Ombudsman  Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap
penyelenggara Pelayanan Kemasyarakatn ?

Bagimana perspektiflslam terkait pengawasan yang dilakukan
Ombudsman Aceh terhadap pengawasanPelayanan Kemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

Untuk mengetahui proses pengawasan Publik yang dilakukan oleh
Ombudsman Aceh terhadap BPBD Kabupaten Bireuen.

Untuk menjabarkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dan tantangan
Ombudsman  Aceh dalam melakukan  Pengawasan terhadap
penyelenggaran Pelayanan Kemasyarakatan.

Untuk mengetahui perspektif Islam terkait pengawasan yang dilakukan

Ombudsman Aceh terhadap pengawasan Pelayanan Kemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian

ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian

tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara

lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-RANIRY

khususnya, mengenai Kewenangan Lembaga Ombudsman Republik



Indonesia perwakilan Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;

b. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan
mendalami tentang wewenang dan fungsi Ombudsman Republik
Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik.

c. Sebagai pedoman awal bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami
masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dalam
memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum khususnya
wewenang dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia untuk memberi
Rekomendasi dalam mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b. Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi
Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Aceh dalam menjalankan
wewenang mereka terhadap penyelenggaraan pengawasan Pelayanan
Publik di Aceh.

c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh
Semua pihak baik itu bagi Pemerintah, Masyarakat umum maupun
Setiap pihak yang bekerja seharian dibidang Hukum, khusunya Hukum

Tata Negara.

E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalammemahami isi
skrispi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar,yakni:
1. Pengawasan
Pengawasan adalah proses mengawasi dan mengevaluasi suatu
kegiatan, pengawasan memegang peranan penting karena tanpa pengawasan
yang baik, tujuan yang dicapai tidak akan memuaskan. Dalam proses
pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan
yang diinginkan, meliputi tahap penetapan standar, tahap penentuan



10

pengkuran pelaksanaan kegiatan, tahap pembandingan pelaksanaan dengan
standard analisis penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi.*°

Apabila memperhatikan fungsi Ombudsman sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undaang Nomor 37 Tahun 2008,
maka Ombudsman sesungguhnya merupakan salah satu unsur dalam sistem
pengawasan di Indonesia yakni unsur pengawasan masyarakat.!

Pengawasan masyarakat adalah salah satu bentuk pengawssan dalam
sistem pengawasan di Indonesia yakni bentuk pengawasan yang bersifat
eksternal yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung atau oleh
organisasi masyarakat, pers, NGO (Non Govermental Organization) dan
lain-lain.Pada sistem pengawasan Ombudsman, partisipasi adalah prasyarat
penting dan menjadi mainstream utama. Untuk mencapai tujuannya
(mewujudkan good governance) Ombudsman di Indonesia bertugas antara
lain mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan
yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan
umum yang baik, penyelenggaraan peradilan yang efisien dan professional
termasuk proses peradilan yang independen dan fair sehingga dapat dijamin
tidak akan ada keberpihakan.*?

Dalam penelitian ini, pengawasan bertujuan untuk mengawasi efektif
atau tidaknya Kkinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan sarana yang digunakan sebagaimana fungsinya atau
sebaliknya.

10Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik
(Bandung: Pustaka Setia, 2015), him. 155.

11Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia.

2Ayu desiana, “Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik,” Jurnal llmu Hukum, Vol. 6, No2 (2013).Diakses melalui https://online-
journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2125, tanggal 6 Januari 2022.
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2. Mal Administrasi

Dalam pasal 1 butir 3 undang-undang nomor 37 tahun 2008
menjelaskan bahwa, Mal Administrasi adalah perilaku atau perbuatan
melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian
atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang
menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan
orang perseorangan.3

Mal  Administrasi  adalah  sebuah  perbuatan  melanggar
hukum.Terdapat beberapa jenis tindakan mal Administrasi yang sering
terjadi. Pertama, penundaan berlarut, yaitu dalam proses pemberian
pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-
kali menunda atau mengulur waktu sehingga proses administrasi tersebut
tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga
mengakibatkan pelayanan publik yang tidak ada kepastian. Kedua,
penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan seorang pejabat publik yang
menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasannya untuk bertindak)
melebihi apa yang seharusnya dilakukan sehingga tindakan tersebut
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta menjadikan pelayanan
publik tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Ketiga,
penyimpangan prosedur yaitu dalam proses pelayanan publik ada tahapan
kegiatan yang dilalui untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik,

namun dalam proses pelayanan publik seringkali terjadi pejabat publik tidak

13Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia.



12

mematuhi tahapan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga
masyarakat tidak memperoleh pelayanan publik secara baik.*

Dalam hukum positif Indonesia ada 9 kriteria yang menjadi kategori
maladministrasi (1) Perilaku dan perbuatan melawan hukum (2) Perilaku
dan perbuatan melampaui wewenang, (3) Menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, (4) Kelalaian (5)
Pengabaian kewajiban hukum (6) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik
(7) Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan (8)
Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial (9) Bagi masyarakat
dan orang perseorangan.®®

Pada peneltian ini, penulis lebih berfokus meneliti adanya
penyalahgunaan sarana pelayanan publik (maladministrasi), tepatnya di
Dinas BPBD Kabupaten Bireuen.

3. Pelayanan Kemasyarakatan

Dalam Dalam Pasal 1 (1) undang-undang nomor 25 tahun 2009
menjelaskan bahwa,pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendudukatas
barang, jasa, dan/atau pelayananadministratif yang disediakan oleh
penyelenggarapelayanan publik.'®

Adapun yang menjadi penyelenggara pelayanan publik oleh
pemerintah untuk melayani kebutuhan dan kepentinga masyarakat,

sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 (2) undang-undang nomor 25 tahun

4Tan Dwi Heruyanto, “Mengenal Maladministrasi” Ombudsman Republik Indonesia.
Diakses melalui https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi, pada
tanggal 21 Desember 2021.

Hendra Nurtjahjo, Memahami Maladministrasi (Jakarta: Ombudsman Republik
Indonesia, 2013), HIm. 11.

8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.
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2009 menerangkan bahawa, penyelenggara pelayanan publik yang
selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusipenyelenggara
negara, korporasi, lembagaindependen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, danbadan hukum lain yang
dibentuk semata-matauntuk kegiatan pelayanan publik.t’

Pelayanan kemasyarakatan merupakan pelaksanan tugas-tugas
pemerintah secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat.Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus
memberikat pelayanan kepada negara (kepentingan negara) dan pelayanan
terhadap kepentingan masyarakat.

Pada intinya penyelenggaraan pelayanan diperuntukkan untuk
masyarakat, dan oleh karenanya masyarakatlah yang memerlukan berbagai
pelayanan dari pemerintah sebagai penguasa pemerintahan. Dengan kata lain
masyarakat memiliki exsistensi dalam pelayanan, kerena dalam dalam
konteks kemasyarakatan pelayanan publik berasal dari masyarakat (publik)
dimana tujuan utamanya adalah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat
seutuhnya.'®

Adapun dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, terlihat
dari bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh
karena itu penulis meneliti apa yang menjadi kendala atau sebab pihak
pelayanan sehingga dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga
pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan
bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan

berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional

YIbid.
8Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara
(Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), him. 23.
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Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana
Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana
Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang
keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.%°

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana menjadi dasar hukum Negara Indonesia dalam hal penanggulangan
bencana. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari
bahaya ancaman bencana alam serta mendorong kerjasama antara warga
yang mana semua hal tersebut akan diatur secara terorganisir, terencana, dan
terkoordinasi secara menyeluruh. Aturan tersebut lahir karena berawal dari
banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia sehingga diperlukan suatu
sistem yang teratur untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana alam
di Indonesia.?

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan
bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab
dalam hal penanggulangan bencana”. Pasal tersebut mendeskripsikan bahwa
pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama
dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia Khususnya di
Kabupaten Bireuen di Provinsi Aceh.?

Terkait dengan judul penelitian, penulis malakukan penelitian yang
berfokus pada pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD damkar Kabupaten

Bireuen terkait adanya penyalahgunaan saranan pelayanan publik.

Pwikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas.Diakses melalui
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah, pada tanggal 21
Desember 2021.

Muksalmina Fadri dan M. Zuhri, “Efektivitas Fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Dalam Penanggulangan Gemap Bumi di Kabupaten Pidie Jaya,” Jurnal IImiah
Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No2 (2018).Diakses melalui
http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/13373/5638, taggal 6 Januari 2022.

2 bid.
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5. Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan
olen penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.??

Ombudsman dengan segala fungsi, tugas dan kewenangan harus
memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang baik dari
pemerintah.Ditambah lagi bahwa kekuatan rekomendasi Ombudsman yang
bersifat mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (5) Undang-
Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala
daerah yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman diberikan sanksi
berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk”.?

Ombudsman RI perwakilan di Aceh sendiri lahir pada tanggal 8
Oktober 2012.Seiring berjalannya waktu, berbagai macam kegiatan telah
dilakukan untuk membuat lembaga Ombudsman menjadi lembaga yang

lebih eksis dan memiliki kewibawaan dalam melakukan pengawasan

22Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia.

ZNurjannah dan Rahmat Saleh, “Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam
Menjaga Mutu Pelayanan Publik,” Jurnal llmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, vol. 4, Nol
(2019).Diakses melalui http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/10308/4588, tanggal 6
Januari 2022.
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pelayanan publik yang mandiri pada umumnya Provinsi Aceh, dan pada
khususnya di Kota Banda Aceh.?*

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tugas, fungsi dan wewenang
lembagaOmbudsman dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan
publik dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang baik
dari pemerintah.

6. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak
menyebutkankata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di
dalamal-Quran adalah kata syari’ah, figh, hukum Allah, dan yang
seakardengannya.lstilah  hukum Islam merupakan terjemahan dari
Islamiclaw dalam literatur Barat, istilah ini kemudian menjadi
populer.Katahukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab,
yaitu’ﬁ;-’g;hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi

& hukman.Lafadz <31 al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak
s Jlal-ahkam.?
Berdasarkan akar kata 'S;hakama tersebut kemudian munculkata

&1 al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan.Hal inidimaksudkan

bahwa orang yang memahami hukum kemudianmengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.Arti lain
yang muncul dari akarkata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”,
yakni  bahwakeberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk

mengendalikanatau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh

24T, Fitra Yusriawan, Tagwaddin dan Efendi, “Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh
Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh,” Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2,
No3 (2018).Diakses melalui http://e-repository.unsyiah.ac.id/SKL J/article/view/11851, tangal 30
Desember 2021.

ZRohidin, Pengantar hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016),
him. 1.
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agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti
darilafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama
tersebut.Mencegahketidakadilan,  mencegah  kedzaliman, = mencegah
penganiayaan, danmenolak mafsadat lainnya.?®

Selanjutnya islam adalah bentuk mashdar dari akar kata Gl.)- (u
'('\.:‘\/aslama-yuslimu-islaman dengan mengikuti wazn J\ lsk-sV af ala-
yuf ilu-if dlan yang mengandung arti sl Sgio Sketundukan dan kepatuhan

serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari
lafadz islam adalah berasal dari kataiﬂ,;j-m—?,@—g@salima—yaslamu-

salaman-wa salamatanyang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas
(dari cacat).?’
Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 yang
berbunyi sebagai berikut:
258 gl 5 el sty S0 50l U e g oy Sl U 32 o
Sl g 5 “Hd) U S s ol 15

Artinya: “Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad)
katakanlah, "Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-
orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah
diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, "Sudahkah kamu masuk
Islam?"Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk,
tetapi  jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah
menyampaikan.Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.” (QS. Ali-
Imran [3]: 20).

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahandiri
seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya.Hal ini berarti bahwa
manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa

kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah

ZRohidin, Pengantar hukum Islam... him. 1.
pid., him. 2.
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swt.Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu

pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt.

Kerangka dasar Agama dan Ajaran Islam bersumber dari Al-qur’an
dan Sunnah (hadis), kerangka dasar Agama Islam teridiri atas Akhlak,
Syariat dan Agidah. Pada komponen Syariat dan Akhlak adalah menyangkut
ibadah dan mu’amalah serta sikap terhadap Khalik dan terhadap makhluk
(manusia).Pada komponen Agidah tampak pada iman kepada Allah dan para
Nabi dan Rasul-Nya.?®

Hukum Islam secara pokok terbagi dalam dua bidang hukum,
meliputi: Pertama, Hukum yang bersifat ubudiyah meliputi tentang
Thaharah, tentang Ibadah, yaitu menyangkut shalat, puasa, zakat dan haji.
Kedua, Hukum tentang kehidupan sosial, yaitu: Hukum perkawinan, hukum
waris, mu’amalah, hibah, wasiat, al-sulthaniyah, hukum pidana (hukum
gishas atau jinayat, hukum hudud) hukum jihad, hukum tentang makanan
dan penyembelihan, hukum aqdiyah (hukum-hukum pengadilan), dan
hukum al-khilafah (suatu susunan pemerintahan diatur menurut ajaran

Agama Islam).?®

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengkaji Kinerja baik dari
pihak pengawasan (Ombudsman) maupun pihak penyelenggara pelayanan

publik (BPBD) damkar Kabupaten Bireuen dalam hukum Islam.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya penelitian yang serupa, penulis melakukan
kajian terdahulu terhadap tema penelitian ini, dan sejauh yang sudah penulis
telusuri, penelitian tentang kewenangan Ombudsman dalam pengawasan

Pelayanan Publik ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa kalangan, namun

Zpalmawati Tahir dan Dini Handayani, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
him. 1.

2Ibid,.
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yang siginifikan sebagaimana judul penelitian yang penulis angkat yaitu tentang
“Pengawasan Terhadap Mal Administrasi Pelayanan Publik pada BPBD
Kabupaten Bireuen oleh Ombudsman Aceh Menurut Hukum Islam” belum
ada yang menelitinya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan
adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal dengan berjudul “Efektivitas Kinerja Ombudsman
Dalam Menangani Pengaduan Pelayanan (Kasus Maladministrasi di Kota
Pekanbaru) yang ditulis oleh Kelani Putri pada tahun 2017. Jurnal ini
merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi FISIP Universitas Riau. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa:

1. Efektivitas kinerja Ombudsman dalam mengani pengaduan Pelayanan
Publik (kasus Maladministrasi di kota Pekanbaru) belum sepenuhnya
efektif. Ini artinya efektivitas kinerja pada Ombudsman Republik
Indonesia perwakilan Riau belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil
wawancara dan data yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa indikator
produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja da pencarian SDM
yang belum berjalan dengan maksimal baik itu dari penyelesaian laporan
dan bidang pencegahannya karena melihat masih adanya beberapa
laporan yang tidak terselesaikan dan masih adanya Masyarakat yang
belum menegtahui keberadaan Ombudsman.

2. SelanjutnyaFaktor-Faktor yangmempengaruhi Efektivitaskinerja
Ombudsman dalampenanganan  pengaduanPelayanan  Publik  di
kotaPekanbaru yang pertamaadalah sumber daya manusia,kedua masih
minimnyaanggaran dana yang diberikanoleh  Negara untuk
OmbudsmanRepublik  Indonesia  perwakilanRiau, ketiga  masih
terbatasnyafasilitas penunjang kinerjaOmbudsman Republikindonesia
perwakilan  Riau,keempat  sosialisasi  kepadaMasyarakat  yang
berlangsungbersentuhan dengan parapenyelenggara PelayananPublik.
Kurangnya sumberdaya mempengaruhi pekerjaanOmbudsman dalam



20

penangananlaporan Masyarakat kemudaian penyelesaian laporan
berjalan lambat membuat kinerja Ombudsman jelas sangat kurang
efektif, sarana dan prasarana menjadi punjang Ombudsman dalam
melakukan pencegahan Maladministrasi terutama ke daerah-daerah
namun kekurangan sarana ini membuat kinerja Ombudsman terbatas,
selain itu anggaran dana yang masih berpusat di Ombudsman RI ini
semakin membuat ruang gerak Ombudsman menjadi semakin terbatas
terutama dalam melakuakan dan meningkatkan partisipasi warga maka
dibutuhkan sosialisai tersusun dan strategi agar tercapai target partisipasi
aktif dari Masyarakat untuk melaporkan perkara Maladministrasi.

Adapun persamaan dengan penlitian ini adalah sama-sama meneliti
tentang bagaimana kinerja Ombudsman terkait pengaduan dari Masyarakat
mengenai dugaan Maladministrasi, sementara perbedaanya yaitu terdapat pada
tujuan penelitian yang lebih mengarah kepada efektivitas kinerja, sedangkan
penelitian yang penulis lakukan terkait tindak lanjut dan hambatan serta tangan
Ombudsman dilapangan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Tri Yanti Nasution dan Dyah Eriani
yang berjudul “Analisis Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Jawa Tengah dalam Rangka Penyelesaian Laporan Masyarakat”, jurnal ini
diterbitkan oleh Fakultas IlImu Sosial dan IlImu Politik Universitas di Ponorogo
pada tahun 2018. Hasil penelitian ini adalah:

1. Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam rangka
penyelesaian laporannya belum maksimal dilihat dari produktivitas,
kualitas layanan, responsivitas, responsibilitasnya, dan akuntabilitas.
Produktivitas belum maksimal karena penyelesaian laporan oleh
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah belum mampu mencapai target
yang telah ditetapkan disebabkan oleh kuantitas dan kualitas SDM yang
terbatas. Kualitas layanan juga belum maksimal karena masih

terdapatnya masyarakat yang belum puas dengan layanan yang diberikan
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oleh Ombudsman, terlihat dari masih banyaknya laporan masyarakat

yang belum terselesaikan olen Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

Responsivitas belum maksimal disebabkan minimnya keahlian dan

pengalaman yang dimiliki asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa

Tengah dalam menelaah, mengupas dan memberikan saran atau masukan

secara mendalam terkait kepentingan dan kebutuhan dari kedua belah

pihak, baik pelapor maupun terlapor.

2. Responsibilitas Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah belum
maksimal dilakukan karena Ombudsman bertugas untuk menyelesaikan
laporan masyarakat, namun pada kenyataannya penyelesaian laporan
masyarakat oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah belum
mencapai target yang di tetapkan. Ombudsman RI Perwakilan Jawa
Tengah juga belum mampu bersifat akuntabel dan transparan hal ini
disebabkan tidak semua informasi dapat disebarluaskan kepada
masyarakat umum. Faktor pendorong kinerja Ombudsman RI Perwakilan
Jawa Tengah adalah komitmen dalam faktor personal, faktor
kepemimpinan, faktor tim, dan kultur kerja dalam faktor sistem.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah keahlian dalam faktor personal
yaitu keterbatasan asisten yang berpengalaman dalam menyelesaikan
laporan, faktor sistem yaitu tidak diterapkannya sistem kerja, dan
kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Ombudsman.
Faktor kontekstual yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan tupoksi
dan kewenangan Ombudsman.

Adapun persmaan dengan penlitian ini adalahsama-sama menganalisis
kinerjaOmbudsman dan sama sama menggunakan metode kualitatif.Dan
perbedaan dengan penelitian ini adalah, skripsi penulis selain mengkaji
proses/kinerja Ombudsman, penulis juga ingin mengetahui tindak lanjut
Ombudsman dalam penyelesaian sebuah laporan serta juga mengutarakan
hambatan dan tantangan yang dihadapi Ombudsman di lapangan.
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Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis pelaksanaan kewenangan
Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dalam menangani laporan/keluhan
masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” ditulis oleh Usisa Rahmah
Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas
Politik dan dimuat dalam Jurnal Politika VVol.4 No.1. 2013. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa:

1. LOD dalam menjalankan kewenangannya mengacu kepada Pergub DIY
No. 21 tahun 2008. LOD hanya menerima laporan masyarakat terkait
kasus mal administrasi yang dilakukan pemerintah daerah Yogyakarta.
Masyarakat terlapor merasa terfasilitasi dengan adanya LOD.

2. Dasar Hukum LOD masih kurang menjangkau pelaksanaan kewenangan
terutama dalam hal investigasi dan monitoring. Terkait pelaksanaan
monitoring untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi oleh LOD masih
terlepas dari realita dan implementsi yang ada dan tidak adanya
pembuktian secara nyata di lapangan oleh LOD, sehingga pelaksanaan
monitoring yang dilakukan LOD kurang efektif.

3. Kekuatan pelaksanaan rekomendasi LOD tidak mengikat secara Hukum
lebih sulit untuk menyentuh terlapor dibanding dengan kekuatan Hukum
yang memaksa. Penghambat pelaksanaan rekomendasi LOD adalah
ketika LOD sudah mengupayakan berbagai cara namun rekomendasinya
juga tak didengar, dan LOD tidak mempunyai kewenangan secara
Hukum, LOD hanya memberikan sanksi moral.

Adapun persmaan dengan penlitian ini adalahsama-sama menganalisis
kewenangan dan kinerja Ombudsman, sedang perbedaan dalam penelitian ini
penulis  selain mengkaji proses/kinerja Ombudsman, penulis juga ingin
mengetahui tindak lanjut Ombudsman dalam penyelesaian sebuah laporan serta
juga mengutarakan hambatan dan tantangan yang dihadapi Ombudsman di

lapangan.
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Berdasarkan dengan penelitian terdahulu tersebut, penulis mencoba
membandingkan dengan penelitian penulis. Dan menurut penulis penelitian
terdahulu belum menunjukan indikator-indikator yang lengkap terkait kinerja
dan hambatan yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan fungsi
kewenangannya, oleh karena itu, penelitian ini masih sangat relevan untuk
dilanjutkan dan dikembangkan untuk menerangkan mengapa dan bagaimana
proses pengawasan yang dilakukan Ombudsman terhadap Pelayanan Publik di

Kabupaten Bireuen.

G. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan hasil
observasi, wawancara dan penelahaan dokumen.Sedangkan jenis penelitian
dikategorikan penelitian deskriptif.Pendekatan kualitatif deskriptif ini untuk
memudahkan penggalian secara mendalam fenomena pengawasan yang
dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dan Dinas BPBD damkar Bireuen
sebagai instansi Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (Field Research), yang
pengumpulan datanya dilakukan di lapangan pada Dinas penyelenggara
Pelayanan Publik di Kabupaten Bireuen, untuk mengadakan pengamatan
terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.®%Jadi metode ini
merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi
penelitian melaluiwawancara secara sistematis dan berlandaskandengan

objek penelitian.

0lrkhamiyati, “Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta Dalam
Membangun Perpustakaan Digital ”,Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 13 Nol
(2017).Diakses melalui https://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/view/26086/16609, 28 Desember
2020.
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Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (library research)
yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis,
seperti buku-buku, ganun-ganun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang
lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-
data yang akurat dan jelas.

2. PendekatanPenelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode
penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti
adalah sebagai instrumen kunci.®'Hasil penelitian Kualitatif lebih
menekankan makna yang didapat dari hasil Penelitian.

Dalam Penelitian Kualitatif, dikenal dua model analisis data yang sering
digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model analisis deskriptif
kualitatif dan model analisis verifikatif kualitatif.?> Dalam Penelitian ini penulis
menggunakan model analisis deskriptif kualitatif, karena masalah yang diteliti
adalah suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dijelaskan
seperti apa adanya. Sebagaimana Nawawi menjelaskan bahwa konsep metode
deskriptif ialah “Metode yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah
yang ada pada saat penelitian dilakukan, atau masalah-masalah bersifat aktual
dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki
sebagaimana adanya.”%3

Maka dalam Penelitian ini, Peneliti akan menjelaskan tentang proses
Pengawasan Ombudsman Provinsi Aceh sehingga memberikan rapor merah

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bireuen.

3. Narasumber

3INoeng Muhadjir, Metode Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed,
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), him. 44.

%2Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him.
83.

3Nawawi H. Hadan, Metodelogi Penelitian Bidang Sosial(Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1991), him. 36.
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Dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan adalah sampling
purposif (sampling purposif). Teknik ini mencakup orang-orang yang
diseleksi atas dasar Kkriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan
tujuan penelitian.Sedangkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria
tidak dijadikan sampel.Adapun informan pada penelitian ini ialah pihak-
pihak yang bertugas pada instansi Ombudsman RI Perwakilan Aceh,
birokrasi BPBD Bireuen dan Masyakat Gampong Simpang Mamplam.
Kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah dipilih oleh
peneliti ialah:

1. Kepala Ombudsman perwakilan Provinsi Aceh, Bapak Dr.

Tagwadin.

2. Dua Orang petugas lapangan Ombudsman yang melakukan
pengawsan di Kabupaten Bireuen.
Bupati Kabupaten Bireuen, Bapak Dr. Muzakkar Abdul Gani.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen
Kepala Dinas BPBD (Damkar) Kabupaten Bireuen

Dinas Kependudukan Kabupaten Bireuen

N o g > w

Masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan sarana Damkar
Bireuen(minimal 3 orang).
4. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bulan November sampai Desember di
Ombudsman perwakilan provinsi Aceh dan beberapa Dinas di Kabupaten
Bireuen. Sedangkan lokasi wawancara dengan narasumber disesuaikan
dengan situasi dan kondisi narasumber, adakalanya di ruang kerja, di ruang
kantor, warung kopi, atau di tempat lainnya tergantung situasi dan kondisi
dengan narasumber.
5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder.
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a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber
data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.>*Adapun data
primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil
wawancara dan arsip-arsip.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau
sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.**Adapun sumber
sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi
dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan
situs internet.

6. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research) maka
untuk mengumpulkan data Lapangan, Peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Observasi atau pengamatan.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang
diselidiki.®® Adapun teknik yang digunakan adalah observasi langsung
(direct observation), seperti yang diungkapkan Pabundu Tika, bahwa:
“Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek
di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer

berada pada objek yang diteliti”.®” Namun demikian peneliti juga

%BurhanBugin. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan
Kebijakan Publik Serta Ilmu-llmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011),
him.132.

%Burhan Bugin. Metodologi Penelitian Kuantitatif,...hIm.132.

%3anafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W, Metodologi Penelitian dan Pendidikan, ter;j.
John W. Best, Research in Education (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), him.119.

3’Moh. Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), him. 58.
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menggunakan teknik observasi terlibat (partisipant observation),® yaitu
pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut mengambil bagian atau
melibatkan diri dengan aktivitas objek yang diamati.

b. Wawancara (interview).

Proses memperoleh data dengan menggunakan serangkaian
tanya jawab secara tatap muka, antara penulis dengan responden untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan
adalah wawancara campuran atau kombinasi antara wawancara
berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara campuran adalah
pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan disajikan, tetapi
cara  pengajuan  pertanyaan-pertanyaan,  diserahkan  kepada
kebijaksanaan pewawancara itu sendiri.®® Dalam penelitian ini peneliti
melakukan wawancara denganpihak Ombudsman Perwakilan Provinsi
Aceh, dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dengan kepala-kepala
dinas Kabupaten Bireuen dan perwakilan Masyarakat.

c. Telaah Dokumentasi.

Dokumentasi yang digunakan yaitu dengan cara mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.**Telaah
Dokumentasi salah satu teknik penting dalam suatu Penelitian dengan
mengumpulkan informasi yang telah ada pada Lembaga terkait.Penulis
menggali informasi dengan mencari data-data pendukung mengenai
Penelitian yang mendukung tujuan penelitian ini. Dalam Penelitian ini
yang menjadi bahan Dokumentasi penulis adalah data-data terkait

Kewenangan Ombudsman, teori-teori kebijakan Publik, kasus-kasus

%Rusdin Pohan, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute,
2007), him. 53.

3Moh. Pabundu Tika, Mefodelogi Riset..., him. 63.

40Suharsini Arikunto, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktes (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), him. 135.
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Pelayanan Publik di Kabupaten Bireuen yang pernah dimuat ke media

massa dan lain sebagainya.
7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis dalam
rangka menemukan makna temuan. Menurut Lexy J. Moleong analisis data ialah
proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan
satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.*!

Data yang ditemukan terdiri dari catatan Lapangan yang diperoleh
melalui Observasi, wawancara dan telaah Dokumentasi dianalisis terlebih
dahulu agar dapat diketahui makna dan hubungannya dengan menyusun data,
menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini termasuk pola penelitian kualitatif,
maka untuk mengolah data penulis menggunakan teori Miles dan Huberman
yaitu: reduksi data, display data dan verifikasi data.*> Tehnik pengolahan data

dan penafsiran data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polannya.** Penulis menelaah kembali seluruh catatan

4lLexi J. Moleong, Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), him.
10.

42Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Ul
Pers, 1992), him. 15.

4Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2002), him. 82.
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yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan telaah dokumentasi,
kemudiandata yang diperoleh disusun dalam satuan-satuan yang teratur dengan
cara meringkas dan memilih, mencari sesuai tipe, urutan dan pola.
2. Penyajian data
Miles dan Huberman mengatakan yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam proses penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat naratif.**Penulis merangkum hal-hal pokok dan kemudian penulis
menyusun dalam bentuk deskriptif yang naratif dan sistematik sehingga dapat
memudahkan untuk mencari tema sentral kesalahan penulisan pada bahasa asing
yang dijadikan kata-kata hikmah dan pengaruhnya terhadap siswasesuai dengan
fokus atau rumusan masalah.Data yang yang sudah direduksi dan
diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti dapat memudahkan
menarik kesimpulan.
3. Menarik kesimpulan
Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah
diteliti menjadi jelas.**Makna-makna yang muncul dari data harus diuji
validitasnya.Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan

tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi
dan pembahasan skripsi ini, maka tesis ini disusun menurut kerangka sistematik

sebagai berikut:

“Ibid.,hIm. 95.
“l1bid., him. 99.
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Bab satu berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teori meliputi teori pengawasan, macam-
macam pengawasan, pengawasan dalam Islam teori Pelayanan Publik,
pengertian Pelayanan Publik, konsep dasar Pelayanan Publik, asas Pelayanan
Publik, prinsip-prinsip Pelayanan Publik dalam Islam. Kemudian tentang
Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup Ombudsman, maksud dan
tujuan Ombudsman, tugas dan fungsi Ombudsaman Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian, profil Ombudsman
Perwakilan Provinsi Aceh, proses pengawasan Ombudsaman terhadap
penyelenggara Pelayanan Publikdi Kabupaten Bireuen, Tindakan Hukum yang
diambil oleh Ombudsman terhadap penyelewengan Pelayanan Publik dan
faktor-faktor penghambat kinerja pengawasan Ombudsman, perspektif Islam
terkait pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman.

Bab empat adalah penutup dari keseluruhan penelitian ini yang memuat

tentang kesimpulan atau hasil penelitian disertai dengan sara-saran.



BAB DUA
PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DAN TUGAS
OMBUDSMAN

A. Teori tentang Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan
Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang
merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan
dan sasaran serta tugas-tugas Organisasi akan dan telah terlaksana dengan
baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, intstruksi, dan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku. Hakikat pengawasan adalah
untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan,
penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas Organisasi dan Lembaga.*®
Pengawasan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Ombudsman
merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan Pemerintahan yang
baik, bersih, dan efesien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip
Demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna
mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur
penyelenggara Negara dan Pemerintahan.*’
Berdasarkan definisi pengawasan yang telah dijelaskan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah keseluruhan pengamatan dan
penilaian dari proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan

melihat dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

45Setiajeng Kadarsih, “Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam
Pelayanan Publik menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2008,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.
10, No2 (2010). Diaksesmelaluihttp://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/
index.php/JDH/article/view/150/97, tanggal 12 September 2021.

4’Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
31
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2. Jenis-Jenis Pengawasan
Pengawasan meruapakan salah satu fungsi manajemen untuk
menjamin keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program sesuai dengan
tujuan yang diharapkan atau tidak, dan pengawasan adalah kegiatan
penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi
tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuan
yang telah ditetapkan. Adapun terdapat jenis pengawasan, tahap-tahap
proses pengawasan dan tujuan pengawasan,*® yaitu sebagai berikut:
a. Jenis Pengawasan
Menurut Hamidi dan Lutfi mengklasifikasikan empat jenis
pengawasan,* yaitu:

1) Pengawasan dari Segi Institusi (Lembaga) teridiri dari
Pengawasan Internal yaitu yang dilakukan oleh aparat yang
berada didalam organisasi pemerintah itu sendiri dan pengawasan
eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga
pengawas yang sama sekali berada di luar organisasi atau
birokrasi pemerintah.

2) Pengawasan dari Segi Substansi atau Objek yang Diawasi terdiri
dari peengawasan langsung yang dilakukan secara pribadi oleh
pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti,
memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” ditempat
pekerjaan terhadap objek yang diawasi, serta pengawasan tidak
langsung diadakan dengan mempelajari laporanlaporan yang
diterima baik lisan maupun tertulis, mempelajari masukan

masyarakat dan sebagainya tanpa terjun langsung di lapangan.

“8Aswar Anas, “Analisis Pengawasan Ombudsman dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik di Kalimantan Timur,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No3 (2020), Diakses melalui
https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3579, tanggal 12 September 2021.

“lbid,.
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3)

4)
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Pengawasan dari Segi Waktu, ada dua vyaitu Pengawasan
Preventif dimana pengawasan ini dilakukan sebelum pelaksanaan
(masih bersifat rencana) atau sebelum dikeluarkannya kebijakan
pemerintah (baik berupa peraturan maupun Kketetapan). Dan
Pengawasan Represif yang pengawasannya dilakukan setelah
pekerjaan dilaksanakan atau setelah peraturan atau ketetapan
pemerintah dikeluarkan.

Pengawasan Lintas Sektoral adalah pengawasan yang dilakukan
secara bersama-sama oleh dua atau lebih perangkat pengawasan
terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang
bersifat multi sektoral yang menjadi tanggung jawab semua
departemen atau lembaga yang terlibat dalam program atau

kegiatan tersebut.

b. Tahap-Tahap Proses Pengawasan

Adapun dalam melakukan pengawasan memiliki tahapan

diantaranya, yaitu:

1)
2)
3)
4)

5)

Tahap Penetapan Standar

Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa
Penyimpangan

Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

¢. Tujuan Pengawasan

Hadirnya pengawasan tentu bukan tanpa tujuan, tujuan

pengawasan,® adalah:

1)

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program tidak mengalami
kendala yang berarti

pid,.
*1bid,.
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2) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program cukup efisien

3) Untuk mengetahui penyebab apabila terjadi penyimpangan

4) Untuk mencari pemecahan kendala sehingga pelaksanaan

program sesuai dengan perencanaan
3. Pengawasan dalam Perspektif Islam

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok,
mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Setiap organisasi di
dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan atau ditetapkan sebelumnya,
akan berhasil bila organisasi mampu melaksanakan pengawasan dalam
pelaksanaan kerja. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara
berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan
konsisten.Dalam konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik
secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya
mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan
hal-hal yang bersifat spiritual.Hal ini yang secara signifikan membedakan
antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya
melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibat Allah Swt sebagai
pengawas utama.>?

Menurut Ramayulis pengawasan dalam pendidikan Islam
mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan
spiritual, monitoring (pemantauan), tetapi juga Allah SWT.Maksudnya,
segala sesuatu yang diperbuat atau dilakukan manusia juga diawasi oleh
Allah SWT.Pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat

materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual.>3

52Sultan Beddu, “Fungsi Pengawasan dalam Tinjauan Islam, “ Jurnal Pendidikan dan
Studi  Islam, Vol. 6, Nol (2020). Diakses melalui  http:/journal-uim-
makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/343, tanggal 13 September 2021.

%Sugeng Kurniawan, “Konsep Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur’an dan
hadits,” Jurnal Nur El-Islam, Vo. 2, No2 (2015).Diakses melalui
https://www.neliti.com/publications/226467/konsep-manajemen-pendidikan-islam-perspektif-al-
guran-dan-al-hadits-studi-tentan, tanggal 6 Januari 2022.



http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/343
http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/343
https://www.neliti.com/publications/226467/konsep-manajemen-pendidikan-islam-perspektif-al-quran-dan-al-hadits-studi-tentan
https://www.neliti.com/publications/226467/konsep-manajemen-pendidikan-islam-perspektif-al-quran-dan-al-hadits-studi-tentan
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Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat

di dalam QS As-Saff, berbunyi:
5355 ¥ G 155 51 1 St s 58

Artinya: “(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-
apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. As-Saff [61]: 3).

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang
yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya.

Ayat lain yang menjelaskan tentang pengawasan sebagaimana dalam
firman Allah QS. As-Sajda berbunyi:

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian
(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya)
adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (QS. As-Sajda [32]: 5).

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt adalah
pengatur alam.Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah
swt dalam mengelola alam ini.Namun, karena manusia yang diciptakan
Allah swt telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur
dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur
alam raya ini.

Dalam Islam pengawasan mencakup bidang spiritual, adanya bidang
spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim
kepada Allah SWT. Terdapat tiga bentuk pengawasan dalam islam,> yaitu:

a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung.
Allah Swt telah menciptakan manusia dan telah menurunkan
Alguran sebagai pedoman dan pembimbing manusia mencapai

keberhasilan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini semua pekerjaan

%Hazrullah, “Konsep Pengawasan Dalam Pendidikan Islam,” Jurnal Kajian
Pendidikan, Manajemen, Supervisi, Kepemimpinan, Psikologi dan Konseling, Vol. 9, Nol
(2021).Diakses melalui https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17916/, tanggal 13 September
2021.
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manusia tidak terlepas dari Pengawasannya dan semua perbuatannya
akan diminta pertanggung jawabkan di akhirat nantinya, Firman Allah
SWT QS Al-Mujaadila yang berbunyi:
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Artinya: “Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahul apa

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah

yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah

yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau

lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di

mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan

kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka

kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu.” (QS Al-Mujaadila [58]: 7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT maha mengetahui
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tidak ada sesuatu pun
dari keduanya yang luput dari pengawasan-Nya. Tiada pembicaraan
rahasia antara tiga orang melainkan Dia -Subhanahu-yang keempat
dengan ilmuNya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan
Dia -Subhanahu- yang keenam dengan ilmu-Nya, dan tiada pula
pembicaraan antara orang yang berjumlah lebih sedikit dari itu atau lebih
banyak melainkan Allah bersama mereka dengan ilmu-Nya di mana saja
mereka berada, tidak ada sedikitpun dari pembicaraan mereka yang luput
darinya, kemudian Allah memberitahukan kepada mereka pada hari
Kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya.

b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri.
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Setiap apa yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya akan
diminta pertanggung jawabkan oleh Allah SWT, setiap bagian tubuh
dihari akhirat akan berbicara tentang apa yang kita lakukan selama
dunia. Jadi dalam hal ini semua tubuh manusua akan mengawasi apa
yang kita lakukan. Apabila hari ini kita masih bisa beralasan dengan
segala maksiat-maksiat yang kita lakukan, maka di hari kiamat nanti,
sesungguhnya mulut kita akan terkunci. Tubuh-tubuh kita yang pernah
bermaksiat akan bersaksi di hadapan Allah SWT nanti. Sebagaimana
Firman Allah SWT dalam QS Yasin, berbunyi:
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Artinya: “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan
berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian

terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Yasin[36]:
65).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menutup mulut
manusia rapat-rapat di hari akhirat nantinya, sehingga manusia menjadi
bisu tidak berbicara untuk mengingkari kekufuran dan kemaksiatan yang
dikerjakan di dunia, dan Allah SWT menjadikan tangan berbicara
menyampaikan apa yang dilakukannya di dunia, lalu kaki memberikan

kesaksian atas apa yang dilakukan berupa kemaksiatan selama di dunia.

c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat.

Sebagai makhluk Allah SWT yang tidak memiliki nafsu, salah
satu tugas malaikat adalah mengawasi tingkah laku amal buruk manusia
dalam kehidupan sehari-hari, malaikat mencatat semua amal perbuatan
manusia dan di hari akhir nantinya akan diperlihatkan kepada manusia
apa yang diperbuatkan di dunia, firman Allah SWT surat Qaaf berbunyi:
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Artinya: “(Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang
satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.”
(QS. Qaaf [50]: 17).
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Ayat di atas menjelaskan bahwa dua malaikat mencatat amal
perbuatannya manusia di dunia, seorang duduk di sebelah kanan mereka
adalah dua malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal manusia,
mereka akan mengawasi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh
seseorang, kemudian mencatatnya. Semua catatan amalan manusia akan
dibukukan dan diserahkan kepada manusia di hari akhirat untuk diminta
pertanggung jawabkan.

Selanjutnya ayat al-quran berkenaan dengan pengawasan juga
terdapat dalam firman Allah Swt QS Al Kahf yang bunyinya :
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Artinya: “Dan diletakkanlah Kitab (catatan amal), lalu engkau akan
melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa

yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata, "Betapa

celaka Kami, Kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal,

yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya,” dan

mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan

(tertulis). Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.”
(QS. Al-Kahf [18]: 49).

Ayat di atas menjelaskan bahwa buku catatan amalan akan
diberikan kepada manusia, ada orang yang mengambil buku catatan
amalan dengan tangan kanannya, dan ada yang mengambilnya dengan
tangan kirinya. Maka kita akan melihat orang-orang kafir merasa
ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya karena mereka sudah
tahu apa yang telah mereka lakukan, yaitu kekafiran dan maksiat.
Mereka berkata, "Betapa celakanya dan besarnya bencana
kami!Sungguh, mengapa catatan amalan ini tidak meninggalkan dosa
yang kecil dan yang besar melainkan semuanya tersimpan dan tercatat
di dalamnya."Dan mereka mendapati semua yang mereka kerjakan
dalam kehidupan dunia ini berupa maksiat telah tercatat dan tersimpan.

Sungguh wahai Rasul, Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun, tidak
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akan menyiksa seseorang tanpa ada dosanya, dan tidak pula mengurangi
pahala kebaikan orang-orang yang taat kepada-Nya sedikitpun.

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya
melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran
Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri
terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang
lain.>®Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai
berikut:
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Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah
terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang
lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara
terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-
mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi
dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar
secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur
atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan
hadits, An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya’la Rasulullah
bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku
ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan
untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan
membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak

terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri,

%Endah Triwisuda Ningsih, “Controlling Organisasi Dalam Perspektif Al-Qur’an dan
Hadits,” Humanistika Jurnal Keislaman, Vol. 4, No2 (2018).Diakses melalui
https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/153, tanggal 6 Januari
2022.
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yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.® Orang
yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu
akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan
ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.

B. Pelayanan Kemasyarakatan

Pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh
institusi tertentu untuk memberikan bantuan kemudahan kepada masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan, pelyanan masyarakat menjadi seemikian penting
karena hubungan dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak (Society
Community).Dalam konteks ini birokrasi pemerintah memainkan perannya
sebagai institusi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan kepada
masyarakat (warga).Oleh karena itu dalam gugus institusi birokrasi pemerintah,
pelayanan masyarakat merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang
secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentngan masyarakat.>’

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggara Pelayanan Publik
adalah setiap institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independent
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik,
dan badan Hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan
Publik. Kemudian dalam Pasal 1 angka (5) dijelaskan bahwa pelaksana
Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang
bekerja di dalam Organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.>®

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi Pelayanan Publik

%bid,.

5’Sahya Anggara, llmu Administrasi Negara (Bandung: Pustaka Setia, 2016), him. 569.

8BAyu desiana, “Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik,” Jurnal llmu Hukum, Vol. 6, No2 (2013).Diakses melalui https://online-
journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2125, tanggal 12 September 2021.
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dan jasa publik serta pelayanan Adminstratif yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Sedangkan tujuan utama sektor Publik adalah pemberian
Pelayanan Publik namun tidak berarti Organisasi sektor Publik sama sekali tidak
memiliki tujuan yang bersifat finansial akan tetapi hal tersebut berbeda baik
secara filosofis konseptual dan operasional dengan tujuan profitabilitas pada
sektor swasta. Tujuan financial pada sektor swasta diorientasikan pada
maksimasi laba untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham,
sedangkan pada sektor publik tujuan finansial lebih pada maksimasi Pelayanan
Publik karena untuk memberikan Pelayanan Publik diperlukan dana.

Pelayanan publik merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan
sehari-hari.Tidak hanya tentang persoalan mengurus perizinan, melainkan juga
ketersediaan listrik dan air, pelayanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial,
serta  segala  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan kebutuhan
pelayanan.Keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian yang perlu
dioptimalkan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat
bersama sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fungsi kontrol dari
masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat
terselenggara dengan sebagaimana mestinya.

Untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat tersebut, dibutuhkan
kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai seperti apa peran
masyarakat di dalam pelayanan publik, termasuk seperti apa hak dan kewajiban
masyarakat. Masyarakat berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang
tercantum dalam standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik dan

mematuhi peraturan terkait.%°

*Ibid,...nIm. 182.

®Dita Mellyanika, “Peran Masyarakat dalam Pelayanan Publik”. Ombudsman RI, 29
Februari 2020. Diakses melalui https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--peran-masyarakat-
dalam-pelayanan-publik, pada tanggal 22 Desember 2021.
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Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat tidak hanya
sebagai penerima layanan publik, melainkan juga sebagai pengawas eksternal,
bersama Ombudsman dan DPR/DPRD.Masyarakat berhak untuk mengawasi
pelaksanaan standar pelayanan yang diselenggarakan oleh setiap penyelenggara
pelayanan publik.Namun bentuk pengawasan tersebut harus berdasarkan dengan
ketentuan yang berlaku.Bentuk pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik Pasal 35 ayat (3) huruf a. Masyarakat dapat melakukan aduan
atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan.

1. Konsep Dasar Pelayanan Kemasyarakatan

Konsep Pelayanan Kemasyarakatan tetap mengacu pada konsep
pelayanan publik yang mengarah pada apa yang dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan, kegiatan memberikan barang dan jasa kepada
Masyarakat penggunanya. Sedangkan konsep kualitas Pelayanan Publik
merupakan idealitas harapan Masyarakat yang dipenuhi, penyelenggaraan
pelayanan harus mampu memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas
bagi Masyarakat penggunanya.Sementara etika pejabat dan apparatur
birokrasi Pemerintahan merupakan konsep teramat penting yang harus
dipahami juga dalam kerangka mewujudkan kualitas Pelayanan Publik
tersebut.5!

Menurut Bharata terdapatenam unsur penting dalam proses
PelayananPublik,®? yaitu:

a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan

tertentu kepada konsumn, baik berupa layanan dalam bentuk

penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).

®1Deddy Mulyadi, Administrasi publik untuk pelayanan publik (Bandung: Alfabeta,
2018), him. 30.

®2Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
Jurnalllmu  Politik dan Komunikasi, Vol. 6, Nol (2016). Diakses melalui
https://repository.unikom.ac.id/51314/, tanggal 16 September 2021.
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b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen
(customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan
pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan
yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat
dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.\
2. Asas Pelayanan Publik

Adapun asas pelayanan kemasyarakatan dan jenis pelayanan lain
juga tetap mengacu pada asas pelayanan publik, sebagaimana dicantumkan
dalam pasal 4 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan

publik, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan,®:

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Kesimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;

I. Akuntabilitas;
J. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan

I.  Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.
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Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/Kep/M.PAN/7/2003, terdapat hal yang sangat menarik yaitu tentang

adanya enam asas Pelayanan Publik,%sebagai berikut:

a.

Azas transparansi; maksudnya sebuah unit Pelayanan Publik harus
bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

Azas akuntabilitas; maksudnya setiap proses dan hasil sebuah
Pelayanan Publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kondisional, maksudnya sebuah Pelayanan Publik haruslah
disesuaikan dengan ondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan
efektifitas.

Partisipatif; maksudnya mendorong peran serta Masyarakat dalam
penyelenggaraan  Pelayanan  Publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kesamaan hak; maksudnya dalam Pelayanan Publik tidak
diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, golongan,
gender dan status ekonomi.

Keseimbangan hak dan kewajiban; maksudnya baik pemberi
maupun  penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing.

Adapun jenis-jenis Pelayanan Publik menurut Kepmenpan Nomor 63

Tahun 2003 dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga),® yaitu:

#“Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/Kep/M.PAN/7/2003

eKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/Kep/M.PAN/7/2003
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a. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang
menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh
Publik, misalnyastatus Kewarganegaraan, sertifikat kompetensi,
kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.
Dokumendokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB), SIM, STNK, IMB, Paspor, Sertifikat
Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dsb.

b. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya
jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dsb.

c. Kelompok pelayanan jasa vyaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi,
pos, dsb.

Dan ada 10 prinsip pelayanan publik yang baik perlu
dijalankan, sehingga etika birokrasi akan bertambah baik yaitu
“Kesederhanaan; Kejelasan; Kepastian waktu; Akurasi; Keamanan;
Tanggung jawab; Kelengkapan sarana dan Keprasarana; Kemudian Akses;

Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; serta kenyamanan”.®

3. Prinsip-prinsip Pelayanan Kemasyarakatan dalam Islam

Dalam pandangan hukum Islam, untuk mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance), maka konsep maslahah mursalah
merupakan acuan dalam sistem Pemerintahan. Konsep maslahat
mursalah sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu

kemaslahatan dalam Pemerintahan, sehingga dapat tercipta Pemerintahan

®Jailani, “Pelayanan Publik: Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam, ¢ Jurnal Al-
Bayan, Vol. 19, Nol (2013). Diakses melalui https://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/100/89, tanggal 14 September 2021.
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yang baik, karena semua Kkebijakan-kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah untuk kebaikan Masyarakat yang dipimpinnya. Persoalan good
governance tidak lepas dari figh siyasah atau siyasah syar’iyah, karena
penetapan Hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan
manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan good governance
terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaa dalam
suatu negara atau wilayah.®’

Pelayanan Publik yang baik untuk menjadikan Pemerintahan yang
baik (good governance) yang harus mengutamakan kepentingan umat
sejalan dengan teori magasid al-syariah, yaitu; yaitu, hifz al-din (menjaga
agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-nasl
(menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Karena pada
prinsipnya pelayanan yang dilakukan pemerintah hanya untuk kepentingan
umat.%®

Rasulullah Saw memiliki empat sifat yang dapat dijadikan sebagai
teladan oleh birokrat garis-depan dalam mewujudkan pelayanan yang baik
bagi masyrakat dan negara. Keempat sifat itu adalah siddig, amanah,
tabligh, dan fathonah.®® Berikut ini akan diuraikan secara rinci keempat sifat
rasulullah tersebut:

a. Siddig
Siddig artinya benar.Benar adalah suatu sifat yang mulia yang
mewarnai akhlak seseorang yang beriman (percaya) kepada Allah

87Sri Warjiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam
Pelayanan Publik, “ Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, Nol (2018). Diakses melalui
http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/5429/3423, tanggal 14
September 2021.

®Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2003). HIm. 259.

®¥Hasniati, “Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan dalam Pelayanan Publik Ditinjau
dari Perspektif Syariat Islam,”Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, Vol. 17, Nol
(2013). Diakses melalui http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2277/2210
, tanggal 15 September 2021.
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Swt.Sifat benar adalah sifat yang utama dan pertama yang wajib dimiliki
oleh para Nabi dan Rasul Allah yang diutus ke dunia ini, untuk
membawa wahyu dan agamanya masing-masing. Teristimewa kepada
diri Rasulullah saw, bukan hanya perkatannya yang benar, akan tetapi
juga perbuatannya benar. Satunya kata dan perbuatan yang senantiasa
ditunjukkan oleh Rasulullah Saw dalam kesehariannya.  Sifat ini
mestinya harus diteladani oleh para birokrat garis-depan. Seorang
birokrat garis-depan yang meneladani sifat ini, tentunya pantang bagi
dirinya untuk berbohong, menipu, menyalahgunakan posisi dan
kedudukannya, dan sebagainya. @ Yang akan ditunjukkan dalam
perilakunya adalah mengatakan secara benar apa yang menjadi hak-hak
masyarakat yang dilayaninya.’
b. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya. Jika satu urusan diserahkan
kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.  Karena sifat yang amanah inilah maka
Rasulullah sawmendapat gelar “Al-Amin” atau dapat dipercaya.Gelar
yang diberikan jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Gelar ini
diberikan oleh penduduk Mekkah kepada Rasulullah atas sifat
amanahyang dimilikinya. Berkaitan dengan sifat amanah ini, seorang
birokrat garis-depan akan senantiasa menjalankan tugasnya dengan
sebaik-baiknya. Tidak akan menyalahgunakan kedudukannya untuk
kepentingan pribadinya atau keluarganya, namun yang  menjadi
perhatian utama adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat yang
dilayaninya. Dengan demikian, maka sifat amanah dapat disamakan

artinya dengan konsep barat, accountable (akuntabel).’*

Ibid,.
"bid,.
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c. Tabligh

Tabligh  artinya  menyampaikan.Tabligh  juga  berarti
menyampaikan sesuatu dengan terang dan jelas. Segala firman Allah
Swt yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Rasulullah saw.
Tidak ada yang disembunyikan walau pun itu menyinggung beliau
sendiri.Sifat tabligh dapat mendukung terwujudnya prinsip transparency
(transparansi, keterbukaan) dalam pelayanan publik. Sifat tabligh yang
dimiliki oleh Rasulullah saw perlu diteladani oleh birokrat garis-depan.
Sifat ini dapat ditunjukkan dengan cara menyampaikan secara terang
semua informasi yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan dan
kebijakan pelayanan publik. Tidak menutup-nutupi persyaratan dan
prosedur pelayanan, dengan tujuan untuk “memperdaya” masyarakat
yang dilayani. Apabila prosedur dan persyaratan pelayanan kurang atau
tidak jelas, maka masyarakat pengguna jasa layanan akan rentan
mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari oknum birokrat garis-
depan yang notabene mencari keuntungan pribadi atas pelayanan yang
diberikannya."
d. Fathonah

Fathonah artinya bijaksana.Mustahil bagi seorang Rasul itu
bersifat bodoh atau jahlun.Dalam menyampaikan ayat al-Qur’an dan
kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan suatu
sifat yang bijaksana. Sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah saw
memperlihatkan kepada umatnya bagaimana seharusnya akhlak seorang
pemimpin. Beliau menjadi seorang pemimpin yang memecahkan
masalah dengan musyawarah, padahal pandangan beliau sendiri sudah
cukup tanpa perlu bermusyawarah dengan para shahabat.Cara dan
metode Rasulullah dalam memimpin umat diikuti oleh empat sahabat

2Ibid,.
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utama beliau yang memerintah setelah wafat Rasulullah, sehingga
dijuluki dengan Khulafaur Rasyidin; para pengganti yang mendapat

petunjuk.”

C. Mal Administrasi

Pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat
(socialrights)merupakan the rightsto receive, hak-hak untuk menerima dari
pemerintah, oleh karena itu penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Landasan yuridis
pelayanan publik atas hak-hak sosial dasar diatur dalam ketentuan Pasal 18 A
ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian Undang-Undang
Dasar mengatur secara tegas tentang pelayanan publik sebagai wujud hak
sosial dasar (the rightsto receive). Penolakan atau penyimpangan pelayanan
publik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Dilekatkannya kewenangan diskresi kepada organ pemerintah dan
keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan warga negara akan memungkinkan
terlaksananya fungsi pelayanan dengan tepat dan cepat, namun disisi lain
kewenangan ini juga sering disalahgunakan oleh penyelenggara pemerintahan
dalam memberikan pelayanan pubik kepada masyarakat. Sehingga tindakan ini
sering menimbulkan kerugian kepada masyarakat baik materil maupun
immaterial.”

Dari situasi ini membuka peluang terhadap penyelenggara pemerintahan
untuk melakukan tindakan mal-administrasi dalam pelayanan publik. Adapun
ruang lingkup Mal-administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3
Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

menyatakanbahwa; “perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui

"Ibid,.

"Khoirul Huda, “Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam
Pelayanan  Publik,” Jurnal Heritage, Vol. 2, No2 (2014).Diakses melalui
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/view/828, tanggal 29 Desember
2021.
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wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara
dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi
masyarakat dan orang perseorangan.

Mal Administrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum
dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada
berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang,
termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif,
permintaan imbalan, dan lainnya.Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan Mal
Administrasi bisa jadi juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara maupun badan swasta atau
bahkan perseorangan.”Terdapat beberapa jenis tindakan mal Administrasi yang
sering terjadi, diantaranya yaitu:

1. Penundaan berlarut, yaitu dalam proses pemberian pelayanan umum
kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda
atau menulur waktu sehingga proses administrasi tersebut tidak tepat
waktu sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan
pelayanan publik yang tidak ada kepastian.

2. Penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan seorang pejabat publik yang
menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasannya untuk bertindak)
melebihi apa yang seharusnya dilakukan sehingga tindakan tersebut
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta menjadikan
pelayanan publik tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat.

3. Penyimpangan prosedur yaitu dalam proses pelayanan publik ada

tahapan kegiatan yang dilalui untuk mendapatkan pelayanan publik yang

lan Dwi Heruyanto, “Mengenal Maladministrasi,” Artikel Ombudsman RI (2021). D
iakses melalui  https://ombudsman.qgo.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi,
tanggal 29 Desember 2021.
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baik, namun dalam proses pelayanan publik seringkali terjadi pejabat
publik tidak mematuhi tahapan yang telah ditentukan dan secara patut.



BAB TIGA
TUGAS DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN ACEH

A. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman
adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum
milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).’®

Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan
tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi
pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas
dari campur tangan kekuasaan lainnya (pasal 2 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Ombudsman RI di Aceh lahir pada tanggal 8 Oktober 2012.Seiring
berjalannya waktu, berbagai macam kegiatan telah dilakukan untuk membuat
lembaga Ombudsman menjadi lembaga yang lebih eksis dan memiliki
kewibawaan dalam melakukan pengawasan pelayanan publik yang mandiri pada

umumnya Provinsi Aceh, dan pada khususnya di Kota Banda Aceh.”’

50mbudsman.go.id

'T. Fitra Yusriawan, Taqgwaddin dan Efendi, “Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh
Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh,” Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2,
No3 (2018).Diakses melalui http://e-repository.unsyiah.ac.id/SKL J/article/view/11851, tangal 30
Desember 2021.
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Hadirnya lembaga ini juga memperbaruhi atau memperbaiki sistem
pelayanan publik di Aceh, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika
adanya keluhan mengenai pelayanan publik, yaitu permasalahan mengenai
maladministrasi seperti; penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak
kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang (korupsi),
penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak, tidak patut, berpihak, konflik
kepentingan, dan diskriminasi. Masyarakat dapat dengan mudah mengadu atau
melaporkan kepada lembaga Ombudsman yang berkedudukan di ibu kota Banda
Aceh.

1. Fungsi Ombudsman

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan
baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik
Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.”®

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam
pasal 3 undang-undang nomor 37 tahun 2008, berasaskan:

a. Kepatutan

b. Keadilan

c. Non-diskriminasi
d. Tidak memihak
e. Akuntabilitas

f. Keseimbangan
0. Keterbukaan

h. Kerahasiaan.

8pasal 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.
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2. Tugas Ombudsman

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 pasal 7 disebutkan tugas

ombudsman,’°diantaranya yaitu:

a.

h.

Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi  dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;

Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup
kewenangan Ombudsman;

Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau
lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan
perseorangan;

Membangun jaringan kerja;

Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik; dan

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

3. Wewenang Ombudsman

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LembagaOmbudsman

memiliki wewenangsebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1,%

diantaranya sebagai berikut:

a.

meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor,
Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang

disampaikan kepada Ombudsman;

®Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia.

8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia.
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b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada
pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu
Laporan;

c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang
diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari
instansi Terlapor;

d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain
yang terkait dengan Laporan;

e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan Kkonsiliasi atas
permintaan para pihak;

f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk
Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi
kepada pihak yang dirugikan;

g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan,
dan Rekomendasi.

Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1,
Ombudsman juga berwenang sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 2:

a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan
Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan
organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;

b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah
agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan
lainnya  diadakan  perubahan  dalam rangka  mencegah

Maladministrasi.
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B. Proses Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Pelayanan
Kemasyarakatan

Pembentukan Ombudsman di Indonesia merupakan pemenuhan
terhadap unsur-unsur negara hukum, yakni sebagai lembaga yang menjalankan
fungsi pengawasan, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi
masyarakat sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum yang
menjamin adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Keberadaan institusi
Ombudsman baik pada tingkat pusat maupun daerah senantiasa dikaitkan
dengan peran utamanya adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (good governance).

Hadirnya lembaga ini juga memperbaruhi atau memperbaiki sistem
pelayanan publik di Aceh, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika
adanya keluhan mengenai pelayanan publik, yaitu permasalahan mengenai
maladministrasi seperti; penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak
kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang ‘“korupsii”
.penyimpangan prosedur,bertindak tidakk layak, berpihak, konflik kepentingan,
dan diskriminasi. Masyarakat dapat dengan mudah mengadu atau melaporkan
kepada lembaga Ombudsman yang berkedudukan di Ibukota Banda
Aceh.560leh karena itu, Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam proses
manajemen guna mengendalikan suatu kegiatan agar berjalan dengan baik
sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam pelaksanaan pemerintahan
sebagai suatu proses manajemen, pengawasan dimaksudkan agar tujuan dari

pelaksanaan pemerintahan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. 8!

81Dahlena, Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara.Jurnal Lex Renaissance, Vol. 1, No. 1: 58-75, Tahun 2016, hal
68.
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Pada sistem pengawasan Ombudsman, partisipasi masyarakat merupakan
prasyarat penting dalam mendukung kerja Ombudsman untuk mencapai
tujuannya mewujudkan (good governance) sehingga tugas utama Ombudsman
di Indonesia adalah mengawasi jalannya penyelenggaraan negara dan
pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sebagai
jalan menuju good governance dengan secara pasif (menerima laporan
masyarakat), dan secara aktif (melakukan investigasi atas prakarsa sendiri)
dengan berusaha mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan
keadaan yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih,
pelayanan umum yang baik, penyelenggaraan peradilan yang efisien dan
profesional termasuk proses peradilan (persidangan) yang independen dan fair
sehingga dapat menjamin tidak akan ada keberpihakan serta dengan mediasi.®?

Dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada pengawasan
pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman Aceh terhadap Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen.Penulis
mengamati adanya penyalahgunaan sarana pelayanan publik (maladministrasi)
di Kabupaten Bireuen, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mansur
beliau mengatakan: “ada penyalahgunaan sarana pelayanan publik dibidang
BPBD vyang berlokasi di desa Simpang Mamplam, gedung tersebut
disalahgunakan untuk kepentingan menyimpan bahan pangan masyarakat
sehingga terjadinya pengalihan fungsi”.®®

Dari pernyataan diatas bahwa adanya sarana yang digunakan untuk
melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana mestinya, akan

tetapi dialihkan fungsikan dengan alasan untuk menyimpan bahan pangan

82Agus Triono, “Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Daerah,” Jurnal Sosiologi, Vol. 17, Nol (2015).Diakses melalui
https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/88, tanggal 29 Desember
2021.

8Hasil Wawancara dengan Mansur(Tuha Peut Gampong Simpang Mamplam
Kecamatan Samalanga) pada tanggal 09 Juni 2021.
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warga. Sementara gedung tersebut sudah jelas fungsinya digunakan untuk
persiapan jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada masyarakat.

Lebih lanjut, bapak Bupati Bireuen menjelaskan tentang kasus tersebut
sehingga pihak ombudsman memberikan lapor merah atas kinerja pelayanan
publik di Kabupaten Bireuen itu sendiri. Beliau mengungkapkan: “Ombudsman
merupakan lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelayan publik yang
didirikan oleh pemerintah, pada tahun 2020 pihak ombudsman pernah menyidak
beberapa dinas dalam rangka mengawasi dan efektivitas kinerja dinas-dinas
yang berada di Kabupaten Bireuen termasuk kasus penyalahgunaan gedung
cabang BPBD” 84

Dari kutipan diatas, pihak Ombudsman melakukan tugasnya dengan baik
sehingga dapat menyidak dan mengungkap kinerja dinas-dinas yang ada di
Kabupaten Bireuen sehingga dapat memutuskan untuk memberikan Raport

Merah terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bireuen.

Adapun dalam melaksanakan pengawasan terhadap instansi pelayanan
yang dilakukan oleh pihak Ombudsman karena adanya laporan dari masyarakat
terkait pelayanan yang tidak baik, dan dalam mengawasi ada mekanismenya
seperti yang dikatakan oleh bapak Kepala Dinas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, beliau mengatakan:“Ada beberapa kasus yang menjadi
perhatian pihak Ombudsman untuk mengawasi dinas kami (BPBD) salah
satunya ketidakpuasan masyarakat mengenai keterlambatan (kurang tanggap)
pelayanan kami, sehingga menjadi acuan bagi masyarakat untuk melapor ke
pihak Ombudsman. Adapun mekanismenya, yang pertama pihak Ombudsman

mengawasi atau melihat kinerja aparatur dinas BPBD baik dalam perkantoran

8Hasil Wawancara dengan Muzakkar A. Gani (Bupati Kabupaten Bireuen) pada
tanggal 09 Juni 2021.
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maupun Kinerja di lapangan. Yang kedua, melihat sarana dan prasarana institusi
kami (Dinas BPBD)” &

Lebih lanjut, dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak
Ombudsman terhadap jalannya pelayanan di Kabupaten Bireuen berjalan
dengan lancar, seperti kata Bapak Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh:
“Proses pengawasan berjalan lancar, kami menemui Bapak Bupati Bireuen
setelah itu kami melakukan interview kepada masyarakat disekitar desa
Simpang Mamplam tentang penyalahgunaan gedung BPBD damkar kemudian
barulah kami menyidak langsung ke dinas BPBD Kabupaten Bireuen”.%

Dari hasil wawancara diatas, pihak Ombudsman melakukan tugasnya
sesuai dengan amanat undang-undang No 37 tahun 2008 mengenai terjadinya
mal-administrasi pelayanan publik.Dan masyarakat menjadi peran penting

untuk membantu tugas dari Ombudsman.

C. Faktor Hambatan yang dihadapi Ombudsman dalam Pengawasan
Pelayanan Kemasyarakatan

1. Sumber daya manusia terbatas

Dalam menjalankan tugasnya menangani laporan Ombudsman
Perwakilan Aceh memiliki hambatan berupa kurangnya sumber daya
(asisten) dalam menjalankan segala tugas yang ada di dalam lembaga
tersebut. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah laporan/ pengaduan
yang diterima pada Tahun berikutnya oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh
sehingga dapat membuat kinerja asisten lebih ekstra dalam penyelesaian
laporan, bahwa pada saat ini masih memerlukan tambahan, meski ada

penambahan sumber daya manusia di Tahun 2019 akan tetapi tetap masih

8Hasil Wawancara dengan Teguh Mandiri Putra (Kadis BPBD Kabupaten Bireuen)
pada tanggal 09 Juni 2021.

8Hasil Wawancara dengan Taqwaddin (Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh) pada
tanggal 03 Juni 2021.
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memerlukan tambahan. Dengan demikian penanganan laporan lebih

maksimal dan cenderung lebih efektif.8’
2. Anggaran yang masih minim

Selain terbatasnya sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, Ombudsman RI Perwakilan Aceh juga menemukan kendala yaitu
minimnya anggaran yang di peroleh sehingga tidak mencukupi dalam
melakukan program kerja dan terhambatnya proses penangana laporan yang
ada di Kabupaten/Kota bisa terkendala dengan anggara yang minim
sehingga dapat memakan waktu penyelasaiannya. Dana juga merupakan
faktor penting dalam penyelenggaran suatu organisasi bahkan menentukan
proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, Ombudsman RI
Perwakilan Aceh harus berupaya untuk meningkatkan anggaran pada

lembaganya terkait.®
3. Pemerintah kurang mengetahui tugas dan kewenangan Ombudsman

Pemerintahan dalam hal ini eksekutif baik tingkat Provinsi maupun Kab/
Kota belum tercapainya kesamaan pemahaman terhadap tugas, fungsi dan
kewenangan Ombudsman. Hal ini akan berdampak pada proses pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk
memberikan perubahan pada penyelenggara pelayanan.

Tugas dan fungsi Ombudsman harus dilaksanakan  untuk
menindaklanjuti perbuatan maladministrasi, yang perbuatannya merugikan
negara dan masyarakat. Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Ombudsman tidak mendapat hambatan dikarenakan saat melakukan survei
langsun mengarah ke setiap dinas yang terkait seperti BPBD dan dinas lainnya

yang berada di Kabupaten Bireuen.

8Hasil Wawancara dengan Teguh Mandiri Putra (Kadis BPBD) pada tanggal 09 Juni
2021.

8Hasil Wawancara dengan Tagwaddin (Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh) pada
tanggal 03 Juni 2021.
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Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Kepala Ombudsman Perwakilan
Aceh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam melakukan pengawasan dan
penyidakkan tidak adanya hambatan dan sebaliknya berjalan dengan lancar
seperti yang diharapkan, namun hanya sedikit hambatan tentang penyesuaian
waktu kami mengunjungi dinas yang terkait (BPBD Bireuen)”.%°
Kemudian dari Dinas BPBD juga mengatakan hal serupa, sebagaimana
hasil hasil wawancara dengan Bapak Kadis BPBD Bireuen, beliau mengatakan
bahwa:“Pihak Ombudsman dalam melakukan tugasnya di Dinas kami berjalan
dengan lancar (tidak ada kendala). Cuma ada sedikit penyesuaian waktu yang
tepat”.%
Dari hasil interview diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak
adanya kendala yang urgen dalam menjalankan tugas Ombudsman untuk
melakukan pengawasan terhadap dinas BPBD Bireuen.
D. Analisis Pengawasan Ombudsman Menurut Hukum Islam
Islam mengajarkan ummat-Nya untuk memiliki sifat tanggung jawab yang
telah ditegaskan dalam Al-Qur’an dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.
Sebagai ummat islam kita diwajibkan untuk melaksanakan apa yang telah
diperintahkan oleh Allah lewat Al-Qur’an. Menurut sifat dasarnya manusia
merupakan makhluk bermoral tetapi manusia juga seorang pribadi yang
mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, dan kemauan untuk bertindak
sesuai keinginan sendiri sehingga manusia tidak luput dari kesalahan dan

kekeliruan baik disengaja maupun tidak.%*

Pada dasarnya, peran dan tanggungjawab manusia baik sebagai hamba Allah
dan makhluk sosial serta sebagai khalifah sangat berat dan harus
dipertanggungjawabkan. Namun demikian Allah memberikan amanah tersebut

81bid.

%Hasil Wawancara dengan Teguh Mandiri Putra (Kadis BPBD) pada tanggal 09 Juni
2021.

9 Ahmad hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam...,hlm. 165.



62

kepada manusia dikarenakan adanaya potensi manusia untuk melaksanakan
mandat tersebut. Sebagai hamba Alllah, manusia sudah dibekali potensi tauhid

di dalam dirinya semenjak ia masih dalam rahim ibunya.®

Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh
besar dan berat.Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak
amanat yang sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan
tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi
untuk mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 72,
berbunyi:

Oy Ll 88 L) Wi s 85T L 1 b Jedly (ol copaad Je 8691 ke )
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi,
dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan
mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu

olen manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.”(Al-
Ahzaab [33]: 72).

Lebih lanjut, Bukhari dalam shahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah
SAW pernah bersabda, yang artinya:

“Rasulullah SAW bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu
saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya, ,,bagaimana maksud
amanat disia-siakan? ,, Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada
ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. ”(Bukhari—6015).

Dalil diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanat adalah
ketaatan dan penghambaan atau ketekunan beribadah.Kata amanah juga
mengandung makna pembebanan terhadap orang yang memikulnya, karena
orang Yyang tidak sanggup memenuhinya berarti membuat utang atas
dirinya.Adapun orang yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan. Dan

jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.Amanah yang

92Setiawan “Tanggung Jawab Dalam Perspetif Islam”.Jurnal hukum vol 7 no. 2
(2013).Diakses melalui http://dx.doi.org/10.32678/alfath.v5i1.3253, pada tanggal 31 Maret
2022.
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paling pertama dan utama bagi manusia ialah amanah ketaatan kepada Allah,
pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa alam semesta dengan segenap
isinya.

Kemudian setiap insan harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan
tugas serta amanah yang dipercayakan kepadanya, dan tetap berpedoman dengan
ajaran islam (syariat) agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.Karena
itu, dalam literatur ketatanegaraan Islam, akan ditemukan pengawasan oleh
Ombudsman yang relevan dengan pengawasan yang disebut dalam figh siyasah,
yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, menghimbau kepada yang ma'ruf
(kebaikan) dan mencegah yang (mungkar) serta menjaga atau mencegah

penyimpangan (maladministrasi).



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman
Perwakilan Aceh terhadap BPBD Kabupaten Bireuen meiliki tahapan,
yaitu: Pertama, Pihak Ombudsman menemui Bupati Kabupaten Bireuen
dan melaporkan bahwa adanya penyalahgunaan sarana pelayanan publik.
Kedua,Pihak Ombudsman melakukan interview kepada masyarakat
secara langsung. Ketiga, Pihak Ombudsman melakukan pengawasan
secara langsung terhadapinstansi BPBD damkar, baik birokrasi maupun
sarana prasarana instansi pelayanan publik.

2. Faktor hambatan dalam melaksanakan pengawasan oleh Obudsman
kepada BPBD dan dinas terkait lainnya tidak mendapat hambatan yang
serius. Dan untuk menjalankan tugasnya, Ombudsman hanya perlu
sedikit penyesuaian waktu untuk menyidak secara langsung.

3. Dalam pandangan Hukum Islam, terkait pengawasan yang dilakukan
olen Ombudsman terhadap BPBD Damkar Bireuen. Dalam hal ini
Ombudsman melakukan tugasnyatidak bertentangan dengan syariat dan
menjunjung kemaslahatan umat bahkan dengan adanya lembaga tersebut
keluhan masyarakat dapat terselesaikan. Sehingga menciptakan
pemerintahan yang bersifat transparansi kepada masyarakat.

B. Saran
Dalam rangka memulihkan kembali pengawasan dan pelayanan publik
yang baik, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga Ombudsman Perwakilan Aceh dalam melakukan

pengawasan atau penyidakkan terhadap dinas yang diduga melakukan
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tindakkan maladministrasi ataupun kecurangan yang terjadi di
lingkungan pelayanan, pihak Ombudsman tidak harus menunggu adanya
laporan dari masyarakat. Melainkan pihak Ombudsman sendiri harus
sigap dalam mengawasi segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan
publik, dan mengenai waktu pihak Ombudsman harus sesegera mungkin
untuk melakukan pengawasan serta tidak ada alasan untuk menolak.

. Untuk dinasBPBD Damkar Bireuen yang telah melakukan kelalaian
dalam pelayanan (maladministrasi), jangan mengulangi kesalahan yang
sama dan segera meperbaiki kesalahan tersebut agar terciptanya
pelayanan yang baik dan disenangi oleh masyarakat.

Kepada masyarakat, jika melihat adanya suatu pelayanan yang tidak baik
sesuai undang-undang pelayanan publik, segera melapor kepada
Ombudsman agar segera ditindak lanjuti sehingga tidak merugikan
sebelah pihak (masyarakat). Dalam ajaran Islam Kkita dituntut untuk
bersifat amanah dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

kepada kita.
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